
 

Copyright  © 2025,Author/s    

This is an open access article under the CC-BY-SA licenses 

ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 
Volume 13, Nomor 1, Tahun 2025, E-ISSN: 2528-0872 

doi: 10.32332/adzkiya.v13i1.9632 

 
Digitalisasi Produktivitas Hasil Bumi dan Sertifikasi 

Halal di Desa Labuan Kabupaten Tojo Una Una 
 

Muhammad Syakir Al Kautsar1*, Fathul Khoir2,Nurul Mahmudah,3 Nor 
Rochmatul Wahidah4 

                     Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Indonesia1*,2,3 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia4 

Korespondensi: syakiralkautsar@iaingorontalo.ac.id* 
 

Received: 29/08/2024 Revised: 26/03/2025 Accepted: 07/05/2025 

 
Abstract 

This study explores the application of digitalization to enhance agricultural productivity and 
the implementation of halal certification in Labuan Village, Tojo Una-Una Regency. Despite 
the village’s significant agricultural potential, challenges such as limited digital technology 
usage and a lack of market access hinder the productivity and competitiveness of local 
products. Additionally, while there is strong awareness of halal certification, the complex 
process and associated costs prevent many producers from obtaining certification for their 
products.Using a qualitative approach with in-depth interviews, participatory observation, 
and document analysis, the study finds that digitalization can increase efficiency in 
production and distribution while expanding market reach. However, the community’s 
understanding of digital tools in the economic sector is still limited. Halal certification 
remains essential for market competitiveness, but barriers such as high costs and limited 
knowledge continue to impede its widespread adoption. The study concludes that to improve 
the productivity and market competitiveness of Labuan’s agricultural products, efforts 
should focus on providing training in digital technologies and supporting the halal 
certification process. Collaboration with the government, halal certifying bodies, and 
educational institutions is vital to overcoming these challenges. The integration of 
digitalization and halal certification is seen as a promising strategy to boost sustainable 
economic welfare in the village 
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Abstrak 
Penelitian ini mengkaji penerapan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas 
hasil bumi dan pelaksanaan sertifikasi halal di Desa Labuan, Kabupaten Tojo Una-
Una. Meskipun desa ini memiliki potensi besar di sektor pertanian, tantangan 
seperti terbatasnya penggunaan teknologi digital dan kurangnya akses pasar 
menghambat produktivitas dan daya saing produk lokal. Selain itu, meskipun 
kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal tinggi, proses yang rumit dan biaya 
yang terkait menghalangi banyak produsen untuk memperoleh sertifikasi bagi 
produk mereka.Dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, 
observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa 
digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi serta 
memperluas jangkauan pasar. Namun, pemahaman masyarakat tentang 
penggunaan teknologi digital dalam sektor ekonomi masih terbatas. Sertifikasi halal 

doi:10.32332/adzkiya.v12i2.9276
doi:10.32332/adzkiya.v12i2.9276
mailto:syakiralkautsar@iaingorontalo.ac.id


Digitalisasi Produktivitas Hasil Bumi dan Sertifikasi Halal di Desa Labuan ..............................| 17 

Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 13 Nomor 1 

tetap penting untuk daya saing produk di pasar, tetapi hambatan seperti biaya 
tinggi dan kurangnya pengetahuan menghalangi penerapan sertifikasi ini secara 
luas.Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan 
daya saing produk hasil bumi di Desa Labuan, diperlukan upaya untuk 
memberikan pelatihan tentang teknologi digital serta mendukung proses sertifikasi 
halal. Kolaborasi dengan pemerintah, lembaga sertifikasi halal, dan institusi 
pendidikan sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Integrasi digitalisasi dan 
sertifikasi halal dipandang sebagai strategi yang menjanjikan untuk meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan di desa tersebut. 
Kata kunci: Digitalisasi, produk pertanian, sertifikasi halal. 
.  

PENDAHULUAN 
Sektor pertanian dan hasil bumi merupakan salah satu tulang punggung 

perekonomian masyarakat pedesaan di Indonesia. Tidak hanya menjadi sumber 
penghidupan, sektor ini juga menjadi bagian integral dari sistem sosial dan 
budaya masyarakat desa (Mulyani, 2020). Kegiatan bercocok tanam, mengolah 
hasil panen, dan melakukan perdagangan di pasar tradisional merupakan 
aktivitas yang membentuk ritme kehidupan desa. 

Desa Labuan, yang terletak di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, 
adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam produksi hasil 
bumi. Wilayah ini memiliki kekayaan alam yang mendukung pengembangan 
berbagai komoditas pertanian, mulai dari hasil perkebunan seperti cengkeh, 
pala, dan kelapa, hingga tanaman pangan seperti padi, jagung, dan ubi (Dinas 
Pertanian Tojo Una-Una, 2022). Potensi ini menjadi tumpuan ekonomi lokal yang 
sangat berharga. 

Masyarakat Desa Labuan juga aktif dalam mengembangkan produk olahan 
lokal. Beberapa di antaranya mengolah hasil perkebunan menjadi minyak kelapa 
murni, keripik singkong, serta gula aren tradisional. Produk-produk ini memiliki 
nilai tambah tinggi jika dikelola secara tepat (Hafid & Wahyuni, 2021). Namun 
demikian, strategi pengemasan, branding, dan akses pasar masih menjadi 
tantangan besar yang belum sepenuhnya terpecahkan. 

Tantangan utama yang dihadapi masyarakat desa dalam pengelolaan hasil 
bumi adalah rendahnya efisiensi dalam proses produksi. Sebagian besar metode 
yang digunakan masih bersifat tradisional, menggunakan alat-alat sederhana 
yang belum mengadopsi teknologi pertanian modern. Hal ini berpengaruh 
terhadap jumlah dan kualitas hasil yang diperoleh (Siregar, 2021). 

Selain itu, aspek distribusi produk masih belum terkelola dengan baik. 
Banyak produk pertanian hanya dijual di tingkat lokal atau ke tengkulak dengan 
harga yang tidak menguntungkan petani. Tanpa sistem logistik yang efisien dan 
terhubung dengan pasar yang lebih luas, hasil bumi sulit mencapai konsumen 
dalam kondisi optimal (Farhan, 2020). 

Digitalisasi menjadi solusi strategis dalam menjawab tantangan tersebut. 
Dengan memanfaatkan teknologi digital, proses pengelolaan produksi, 
distribusi, dan pemasaran dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan 
(Rahmawati & Prasetya, 2022). Desa-desa yang telah mengadopsi teknologi 
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seperti aplikasi pertanian, marketplace, dan sistem informasi pasar terbukti 
mengalami peningkatan pendapatan petani. 

Namun demikian, akses masyarakat Desa Labuan terhadap pasar digital 
masih terbatas. Banyak warga yang belum memahami bagaimana cara 
menggunakan teknologi tersebut secara maksimal. Literasi digital yang rendah 
menjadi kendala utama dalam upaya transformasi ini (Sutopo & Maharani, 
2021). Hal ini membutuhkan program pelatihan dan pendampingan yang 
intensif. 

Digitalisasi tidak hanya sebatas pada pemasaran, tetapi juga mencakup 
sistem informasi produksi, pengelolaan stok, dan pencatatan transaksi. Dengan 
sistem yang terdigitalisasi, masyarakat desa dapat mengelola usaha pertanian 
mereka secara lebih profesional dan terukur (Fitriani, 2023). Hal ini akan 
meningkatkan daya saing produk di pasar regional maupun nasional. 

Sementara itu, kebutuhan terhadap sertifikasi halal juga menjadi isu 
penting. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap 
kehalalan produk, sertifikasi halal menjadi instrumen yang sangat strategis 
dalam membuka akses pasar Muslim domestik maupun global (BPJPH, 2022). 
Produk hasil bumi yang memiliki label halal cenderung lebih diminati oleh 
konsumen Muslim karena menjamin kesesuaian dengan prinsip syariah. 

Sayangnya, proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil dan menengah 
di desa masih menghadapi banyak hambatan. Mulai dari kurangnya informasi, 
keterbatasan sumber daya, hingga rumitnya prosedur administratif sering 
menjadi alasan masyarakat tidak mengurus sertifikat halal (Nurhasanah & 
Ramli, 2021). Hal ini menyebabkan produk halal dari desa belum mendapatkan 
pengakuan formal. 

Dalam perspektif fiqh muamalah, sertifikasi halal merupakan wujud 
tanggung jawab produsen untuk menjamin kejelasan dan keamanan produk 
bagi konsumen. Islam mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi harus dijalankan 
dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan tanpa merugikan pihak lain (Syafi’i, 
2018). Oleh karena itu, kejelasan status halal menjadi bagian dari prinsip 
moralitas dalam transaksi ekonomi. 

Fiqh muamalah juga menekankan pentingnya inovasi dalam muamalah 
selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, 
penggunaan teknologi digital untuk mendukung transaksi ekonomi dan 
sertifikasi halal dapat dianggap sah secara hukum Islam, selama dijalankan 
dengan niat baik dan mekanisme yang sesuai (Aziz, 2020). 

Digitalisasi dan sertifikasi halal sebenarnya memiliki hubungan yang saling 
melengkapi. Teknologi dapat membantu proses sertifikasi menjadi lebih mudah, 
cepat, dan transparan. Beberapa aplikasi telah dikembangkan untuk membantu 
pelaku usaha dalam melakukan self-assessment, mendaftarkan sertifikat halal, 
serta mengelola dokumen pendukung (BPJPH, 2023). 

Selain itu, kehadiran teknologi blockchain dalam sistem logistik halal mulai 
dikembangkan di beberapa negara. Teknologi ini memungkinkan pelacakan 
setiap tahapan produksi secara transparan dan tidak dapat dimanipulasi, 
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sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk 
(Rahman & Iqbal, 2022). 

Di tingkat desa, penerapan teknologi seperti ini tentu masih menjadi 
tantangan. Namun bukan berarti tidak mungkin. Dengan pelatihan yang terarah 
dan pendampingan berkelanjutan, masyarakat dapat secara bertahap 
mengadopsi sistem ini dan meningkatkan kualitas usaha mereka (Rizal & 
Fitriani, 2023). 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara lebih mendalam bagaimana 
proses digitalisasi produktivitas hasil bumi dapat diterapkan di Desa Labuan 
secara efektif. Penelitian ini juga menelusuri bagaimana sertifikasi halal dapat 
dilakukan oleh pelaku usaha lokal dengan memanfaatkan pendekatan fiqh 
muamalah sebagai landasan normatifnya. Dalam prosesnya, penelitian ini akan 
mengidentifikasi hambatan struktural, kultural, dan teknis yang dihadapi 
masyarakat dalam mengintegrasikan dua hal tersebut. Hasil kajian ini akan 
digunakan untuk merumuskan rekomendasi strategis yang dapat 
diimplementasikan oleh pemerintah desa, lembaga sertifikasi, serta pelaku usaha 
lokal. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi 
nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan 
teknologi dan sertifikasi halal yang berbasis syariah dan berkelanjutan. 
Pendekatan yang terintegrasi antara aspek ekonomi, teknologi, dan spiritualitas 
akan menciptakan sistem ekonomi desa yang inklusif dan berkeadilan (Setiawan, 
2023). 

 
METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara 
mendalam fenomena digitalisasi produktivitas hasil bumi dan sertifikasi halal di 
Desa Labuan, Kabupaten Tojo Una-Una. Pendekatan ini dipilih karena 
memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan 
praktik masyarakat secara langsung dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi 
mereka. Lokasi penelitian dipilih secara purposif, mengingat Desa Labuan 
memiliki potensi hasil bumi yang signifikan serta tantangan dalam penerapan 
digitalisasi dan sertifikasi halal. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. 
Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan 
kunci, seperti petani, pelaku usaha hasil bumi, tokoh masyarakat, pemuka 
agama, serta aparat desa yang terlibat dalam proses digitalisasi dan sertifikasi 
halal. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik observasi partisipatif dengan 
terlibat langsung dalam aktivitas masyarakat, seperti proses produksi hasil 
bumi, penggunaan teknologi digital, dan kegiatan sertifikasi halal. Untuk 
memperkuat data, dilakukan pula diskusi kelompok terarah (focus group 
discussion/FGD) dengan melibatkan kelompok masyarakat terkait. Sementara 
itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi desa, laporan pemerintah, dan 
literatur yang relevan. 

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik. Wawancara 
mendalam digunakan untuk menggali informasi secara personal dari informan 
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kunci. Observasi partisipatif dilakukan dengan mendokumentasikan aktivitas 
masyarakat yang terkait dengan penelitian. Diskusi kelompok terarah berfungsi 
untuk menggali persepsi kolektif masyarakat, sedangkan dokumentasi berupa 
foto, video, dan dokumen resmi digunakan untuk melengkapi data. Data yang 
telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Tahapan 
analisis meliputi reduksi data dengan merangkum informasi yang relevan, 
penyajian data dalam bentuk narasi dan diagram untuk mempermudah analisis, 
serta penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan 
antar-tema yang muncul. 

Untuk memastikan kredibilitas dan validitas data, penelitian ini 
menerapkan berbagai strategi, seperti triangulasi data dengan membandingkan 
informasi dari berbagai sumber dan metode pengumpulan, member check 
dengan mengonfirmasi hasil analisis kepada informan, serta peer debriefing 
melalui diskusi dengan rekan sejawat guna mendapatkan perspektif lain. 
Strategi-strategi ini dilakukan agar hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan 
yang tinggi dan mampu merepresentasikan kondisi masyarakat Desa Labuan 
secara akurat. 

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan 
pemahaman yang mendalam tentang proses digitalisasi produktivitas hasil bumi 
di Desa Labuan, termasuk kendala yang dihadapi masyarakat. Selain itu, 
penelitian juga bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat terhadap 
pentingnya sertifikasi halal dan tantangan yang dihadapi dalam 
implementasinya. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi 
pengembangan strategi yang mendukung keberhasilan digitalisasi dan 
sertifikasi halal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa 
Labuan 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Labuan memiliki potensi 
hasil bumi yang sangat besar, terutama dari sektor pertanian dan produk olahan 
tradisional. Namun, pengelolaan potensi tersebut masih menghadapi berbagai 
kendala, seperti keterbatasan teknologi, minimnya akses pasar, dan rendahnya 
pengetahuan masyarakat mengenai inovasi digital. Proses produksi yang 
umumnya masih menggunakan cara-cara tradisional mengakibatkan efisiensi 
produksi rendah dan sulit memenuhi permintaan pasar yang lebih luas. Selain 
itu, produk hasil bumi dari Desa Labuan sering kali hanya dipasarkan di tingkat 
lokal karena masyarakat belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal 
untuk memasarkan produk mereka. Kondisi ini menyebabkan hasil bumi Desa 
Labuan belum mampu bersaing dengan produk dari daerah lain, baik dari segi 
kualitas maupun kuantitas. 

Dalam hal digitalisasi, penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar 
masyarakat Desa Labuan telah mengenal perangkat digital seperti smartphone. 
Kehadiran gawai tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, 
digunakan untuk aktivitas dasar seperti komunikasi melalui pesan instan dan 
panggilan suara, serta konsumsi media sosial yang bersifat hiburan (Sutopo & 
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Maharani, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa penetrasi teknologi telah 
mencapai wilayah pedesaan, meskipun penggunaannya masih bersifat pasif dan 
terbatas. 

Meski demikian, pemanfaatan teknologi digital sebagai alat produktivitas 
dan pemberdayaan ekonomi masih tergolong rendah. Pengetahuan masyarakat 
Desa Labuan mengenai fungsi digital yang lebih luas, seperti pemasaran hasil 
bumi melalui marketplace atau penggunaan fitur bisnis di media sosial, masih 
sangat minim (Arifin, 2022). Sebagian besar warga belum memahami bahwa 
perangkat yang mereka miliki dapat digunakan untuk menjangkau pasar yang 
lebih luas dan meningkatkan nilai tambah produk lokal. 

Ketika beberapa pelaku usaha mencoba memanfaatkan media sosial untuk 
promosi, mereka menghadapi tantangan serius dari sisi teknis. Misalnya, tidak 
semua pelaku usaha memahami bagaimana membuat konten visual yang 
menarik, menulis caption promosi yang efektif, atau menjadwalkan unggahan 
secara konsisten (Rahmawati & Nugroho, 2023). Sebagian bahkan mengalami 
kebingungan dalam mengelola interaksi pelanggan melalui fitur pesan langsung 
atau kolom komentar. 

Tidak hanya dalam hal promosi, kesulitan juga ditemukan dalam aspek 
manajemen pesanan secara daring. Bagi pelaku usaha di Desa Labuan, 
pengelolaan stok, pemrosesan pesanan, hingga layanan pengiriman melalui 
aplikasi online masih menjadi hal yang asing dan membingungkan (Indriani, 
2021). Banyak dari mereka masih mengandalkan transaksi langsung atau offline 
karena lebih mudah dipahami dan terasa lebih aman. 

Dampak dari keterbatasan tersebut adalah digitalisasi belum benar-benar 
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produktivitas hasil bumi. 
Produk-produk lokal seperti hasil pertanian, olahan makanan, atau kerajinan 
tangan masih berputar di pasar lokal dengan margin keuntungan yang kecil 
(Fauzan & Lestari, 2022). Padahal dengan strategi digitalisasi yang tepat, produk-
produk tersebut memiliki potensi besar untuk menembus pasar regional, bahkan 
nasional. Lebih jauh, rendahnya literasi digital juga dipengaruhi oleh minimnya 
pelatihan dan pendampingan dari lembaga terkait. Meskipun beberapa inisiatif 
pelatihan pernah dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga swadaya 
masyarakat, program tersebut cenderung tidak berkelanjutan dan tidak 
menjangkau semua lapisan masyarakat (Kurniawan, 2020). Akibatnya, 
kesenjangan digital terus melebar antara mereka yang mampu mengakses 
informasi digital dan yang tidak. 

Perlu dicatat bahwa budaya belajar teknologi di kalangan masyarakat desa 
juga belum terbentuk secara kuat. Beberapa warga merasa tidak percaya diri 
untuk belajar teknologi karena usia, tingkat pendidikan yang rendah, atau 
karena menganggap bahwa digitalisasi bukan sesuatu yang penting dalam 
kehidupan sehari-hari mereka (Yuliana, 2021). Hal ini membuat proses 
transformasi digital berjalan lambat dan tidak merata. 

Selain itu, akses internet yang belum stabil juga menjadi faktor 
penghambat. Di beberapa wilayah Desa Labuan, sinyal internet masih lemah 
atau tidak konsisten, yang membuat aktivitas daring menjadi tidak efektif (BPS, 
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2022). Infrastruktur digital yang tidak merata ini menambah tantangan yang 
harus dihadapi oleh masyarakat untuk mengoptimalkan teknologi dalam 
aktivitas produktif. 

Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan digitalisasi yang berbasis 
kebutuhan masyarakat desa secara kontekstual. Alih-alih hanya mengenalkan 
perangkat dan aplikasi, perlu dilakukan pelatihan yang bersifat praktis dan 
aplikatif, seperti membuat katalog produk, memanfaatkan WhatsApp Business, 
hingga cara sederhana berjualan di marketplace (Rizal & Fitriani, 2023). 
Pendampingan yang intensif dari para fasilitator desa digital juga dapat menjadi 
jembatan agar teknologi tidak lagi menjadi hambatan, melainkan solusi nyata 
bagi pengembangan ekonomi lokal. 

Dengan langkah-langkah yang terstruktur dan berkelanjutan, digitalisasi 
berpotensi menjadi katalisator penting bagi peningkatan produktivitas hasil 
bumi masyarakat Desa Labuan. Pemanfaatan teknologi yang tepat guna tidak 
hanya akan memperluas jangkauan pasar, tetapi juga meningkatkan efisiensi 
produksi, memperkuat branding lokal, serta membuka peluang kerja baru 
berbasis digital. Oleh karena itu, integrasi teknologi harus menjadi bagian dari 
strategi pembangunan desa yang menyeluruh dan berkeadilan (Setiawan, 2023). 

Sementara itu, dalam aspek sertifikasi halal, penelitian ini menemukan 
bahwa mayoritas masyarakat Desa Labuan memiliki kesadaran yang cukup 
tinggi terhadap pentingnya kehalalan produk yang mereka konsumsi dan 
produksi. Kesadaran ini lahir dari keyakinan religius yang kuat, mengingat 
sebagian besar penduduk desa tersebut beragama Islam dan memegang prinsip-
prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mereka, kehalalan bukan 
sekadar label, melainkan bagian dari kepatuhan spiritual yang berdampak pada 
keberkahan dalam kehidupan (Hasyim, 2020). 

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan 
antara kesadaran akan pentingnya produk halal dan implementasi sertifikasi 
halal secara formal. Banyak pelaku usaha di Desa Labuan mengeluhkan bahwa 
proses sertifikasi halal masih dirasa rumit, birokratis, dan membutuhkan waktu 
serta biaya yang tidak sedikit (BPJPH, 2022). Hal ini menjadi hambatan besar, 
terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan modal 
dan akses terhadap informasi serta layanan pendampingan. 

Selain kendala administratif dan biaya, masyarakat juga menghadapi 
tantangan dalam hal akses terhadap informasi yang memadai terkait prosedur 
sertifikasi halal. Sosialisasi dari pihak berwenang maupun lembaga sertifikasi 
halal dirasa masih kurang menjangkau hingga ke pelosok desa. Alhasil, banyak 
pelaku usaha yang sebenarnya memproduksi makanan atau barang konsumsi 
yang memenuhi prinsip-prinsip kehalalan, namun tidak memiliki kejelasan 
mengenai langkah-langkah formal untuk memperoleh sertifikat tersebut 
(Nurhasanah & Ramli, 2021). Hal ini memperlihatkan pentingnya sinergi antara 
pemerintah daerah, lembaga sertifikasi, dan masyarakat dalam membangun 
ekosistem informasi yang inklusif dan memberdayakan. 

Dampak dari minimnya sertifikasi halal secara resmi adalah terbatasnya 
daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas, khususnya dalam segmen 
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konsumen Muslim yang kini semakin selektif dan teliti terhadap label halal. 
Produk-produk dari Desa Labuan, meskipun berkualitas dan memenuhi standar 
kehalalan secara tradisional, sering kali tidak mendapatkan tempat yang layak 
di pasar modern atau platform digital karena tidak memiliki sertifikasi halal 
sebagai prasyarat utama (MUI, 2020). Akibatnya, potensi ekonomi lokal yang 
seharusnya dapat berkembang secara signifikan menjadi terhambat oleh kendala 
administratif dan kelemahan dalam sistem informasi. 

Dengan demikian, perlu adanya langkah-langkah strategis untuk 
mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi halal, termasuk 
penyederhanaan prosedur, subsidi biaya bagi usaha mikro, dan pelatihan teknis 
bagi pelaku usaha. Peran aktif pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga 
pendamping sangat penting untuk mendorong transformasi ini. Upaya 
kolaboratif ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah produk bersertifikat 
halal dari Desa Labuan, sehingga tidak hanya meningkatkan kepercayaan 
konsumen, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas dan menjanjikan 
bagi kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan (Siregar, 2023). 

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa terdapat hubungan sinergis 
antara digitalisasi dan sertifikasi halal dalam mendukung produktivitas hasil 
bumi di Desa Labuan. Digitalisasi dapat digunakan untuk mempermudah proses 
sertifikasi halal, seperti melalui sistem pelacakan digital yang dapat memastikan 
transparansi dalam rantai produksi. Selain itu, penggunaan platform digital juga 
dapat membantu mempromosikan nilai tambah dari produk bersertifikat halal 
kepada konsumen, baik di pasar domestik maupun internasional. Namun, 
keberhasilan sinergi ini membutuhkan intervensi berupa edukasi, pelatihan, dan 
pendampingan kepada masyarakat desa untuk memahami manfaat dan tata cara 
implementasi digitalisasi serta sertifikasi halal. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun 
tantangan masih cukup besar, Desa Labuan memiliki peluang yang sangat 
potensial untuk mengoptimalkan hasil bumi melalui digitalisasi dan sertifikasi 
halal. Implementasi kedua hal ini secara bersamaan dapat meningkatkan nilai 
ekonomi produk, memperluas pasar, dan memastikan kepatuhan terhadap 
syariat Islam. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan dari 
berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga sertifikasi halal, dan institusi 
pendidikan, untuk memberikan pendampingan yang berkelanjutan kepada 
masyarakat. Dengan strategi yang tepat, digitalisasi dan sertifikasi halal dapat 
menjadi katalisator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Labuan 
secara ekonomi dan spiritual.  

       Digitalisasi hasil bumi dan sertifikasi halal di Desa Labuan dapat dilihat 
sebagai implementasi dari prinsip-prinsip ini dalam konteks muamalah modern. 
Digitalisasi, misalnya, memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan 
efisiensi produksi dan distribusi hasil bumi, mengurangi risiko dalam 
perdagangan, dan memperluas akses pasar melalui teknologi. 

Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah juga mencakup pentingnya transparansi 
(as-shidq) dalam transaksi, yang dapat diwujudkan melalui penggunaan 
teknologi digital. Teknologi memungkinkan pelaku usaha untuk mencatat dan 
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mempublikasikan informasi yang relevan tentang produk, seperti asal-usul, 
kualitas, dan proses produksinya. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen 
terhadap produk yang dihasilkan. Selain itu, digitalisasi juga dapat membantu 
pelaku usaha di Desa Labuan untuk bersaing di pasar yang lebih luas tanpa 
mengabaikan nilai-nilai syariah. 

Sertifikasi halal dalam Fiqh Muamalah mencerminkan komitmen untuk 
memenuhi prinsip kehalalan dan thayyib (baik). Proses ini tidak hanya berfungsi 
untuk memastikan bahwa produk bebas dari unsur haram, tetapi juga menjamin 
kualitas dan kebersihan produk. Dalam Islam, konsumsi produk halal 
merupakan bagian dari ketaatan kepada syariat, sebagaimana tercermin dalam 
kaidah fiqh, “Al-ashlu fil asya’ al-ibahah ma lam yadullu dalil ‘ala tahrimihi”, 
yang berarti bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, sertifikasi halal memberikan 
jaminan bagi konsumen Muslim untuk tetap menjaga kesucian dan keberkahan 
konsumsi mereka. 

Penggabungan digitalisasi dan sertifikasi halal dalam Fiqh Muamalah 
menciptakan sinergi antara efisiensi ekonomi dan pemenuhan kewajiban 
syariah. Digitalisasi dapat mendukung proses sertifikasi halal melalui sistem 
berbasis teknologi, seperti pelacakan produk halal atau penyimpanan data yang 
terintegrasi. Dengan demikian, kedua hal ini bukan hanya memberikan manfaat 
ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan 
ketaatan pada syariat dalam setiap aspek kehidupan ekonomi 

 
KESIMPULAN 

Masyarakat Desa Labuan memiliki potensi besar di sektor hasil bumi, 
namun belum optimal karena rendahnya literasi digital dan minimnya 
pemanfaatan teknologi untuk pemasaran dan produksi. Sertifikasi halal juga 
belum banyak diterapkan meskipun kesadaran cukup tinggi, karena dianggap 
rumit dan mahal. Penelitian ini menemukan peluang strategis untuk 
mengintegrasikan digitalisasi dengan sertifikasi halal guna meningkatkan daya 
saing produk lokal secara efisien dan sesuai syariah. 
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